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BAB V 

PENUTUP 

1. Kesimpulan 

1.1. Sistem hukum Indonesia tidak mengenal konsep MoU. Konsep tersebut lahir 

dan diadopsi dari common law system. Pada praktiknya MoU dinilai 

memberikan suatu manfaat bisnis, yaitu tahapan awal sebelum membuat 

kontrak yang panjang dan rinci. MoU pada umumnya bukanlah perjanjian 

yang sifatnya mengikat para pihak, tetapi apabila substansinya telah 

memenuhi rumusan Pasal 1320 KUHPerdata maka MoU merupakan 

perjanjian yang sah dan mengikat para pihak.  

 

Perlindungan hukum pagi pihak yang dirugikan akibat MoU yang telah 

memenuhi rumusan Pasal 1320 KUHPerdata adalah dapat mengajukan 

gugatan wanprestasi di pengadilan. Tetapi apabila terdapat pihak yang 

dirugikan akibat tindakan pihak lainnya yang bertindak secara tidak konsisten 

terhadap janjinya yang dicantumkan dalam MoU yang tidak memenuhi 

rumusan Pasal 1320 KUHPerdata, maka pihak yang dirugikan tersebut tidak 

dapat mengajukan gugatan wanprestasi, melainkan gugatan perbuatan 

melawan hukum atas dasar tidak adanya itikad baik. Tetapi yang menjadi 

permasalahan disini adalah pengertian dan ukuran itikad baik itu masih abu-

abu dan tidak ada pengertian secara pasti. Sehingga gugatan perbuatan 

melawan hukum atas dasar itikad baik di pengadilan masih belum memadai 

untuk melindungi pihak yang dirugikan akibat adanya MoU ini. 

 

1.2. MoU dalam perkembangannya di negara-negara yang menganut common law 

system berpedoman sebagai suatu perjanjian yang tidak mengikat.  Tetapi 

karena adanya doktrin promissory estoppel, janji dalam MoU yang tidak 

dipenuhi dapat memiliki akibat hukum apabila rumusan promissory estoppel 

terpenuhi (salah satu pihak bergantung terhadap janji yang diberikan pihak 

lainnya). Negara yang menganut common law system menganut asas preseden 
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sehingga sekarang ini telah memiliki dasar yang jelas dalam penerapan 

doktrin promissory estoppel. Apabila dibandingkan dengan Indonesia, MoU 

masih belum terdapat perlindungan yang pasti, itikad baik dapat berfungsi 

melindungi pihak yang dirugikan tetapi tidak dapat dikatakan padanan dari 

promissory estoppel karena itikad baik berlaku secara umum dalam proses 

pembuatan kontrak (negosiasi sampai pasca kontraktual), dan belum ada 

pemahaman yang yang diterima oleh para penegak hukum maupun para 

akademisi. 

 

2. Saran 

Saran penulis adalah sebaiknya dibuat aturan yang serupa dengan promissory 

estoppel yang mengatur mengenai tahapan pra-kontraktual di Indonesia. Hal ini 

menjadi penting agar tidak terjadinya kesewenangan dalam membentuk MoU yang 

pada akhirnya menimbulkan sengketa. Kemudian, agar terdapat pemahaman yang 

sama bagi setiap orang mengenai kedudukan MoU di Indonesia.  
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